
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
  

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

NOMOR   5   TAHUN 2010 

TENTANG   

 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN KAPUAS HULU  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 
 

 Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan 
perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan 
Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 
 

   b bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu dalam 
upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih kepada 
masyarakat Kota Putussibau dan sekitarnya, memerlukan dana untuk 
perbaikan dan pengembangan jaringan air minum; 
 

   c. bahwa  untuk  mendukung  upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu 
melakukan Penyertaan Modal; 
  

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf  b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ; 
 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
    

   2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
 

   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 



  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 
 

  8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004   tentang  Sistem   
Perencanaan Pembangunan   Nasional (Lembaran   Negara  Republik  
Indonesia    Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2005 Nomor  140,  Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia  Nomor 4578); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata 
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
 



 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum; 
 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 1996 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga; 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  20. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

dan  

BUPATI KAPUAS HULU 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN KAPUAS HULU.  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah 

pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak 

ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 

7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah 

(yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, 

bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak 

– hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan 

daerah. 

8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 
 TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air 

minum. 



(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan 

Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan 

(profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (Social Oriented). 

 
BAB III 

PENYERTAAN MODAL  
 

Pasal 3 
 

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam 
modal PDAM dengan rincian sebagai berikut : 

 
(1) Sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar  Rp. 17.182.000.000,00 

(Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). 

(2) Untuk  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar 

Rupiah). 

(3) Untuk  Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar 

Rupiah). 

(4) Untuk  Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar 

Rupiah). 

 

Pasal 4 

Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

BAB IV 

PENGANGGARAN 

Pasal 5 

 

(1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

Anggaran berkenaan. 


